
WALIKOTA KENDARI 

PROVINSISULAWESITENGGARA 
PERATURAN WALIKOTA KENDARI 

NOMOR 68 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 49 
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI 
TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KENDARI, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan 
Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Perubahan 
kedua atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 49 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Kendari Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor SS Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor S 155); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 



15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

I 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Da1am Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

22.Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepa1a 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Da1am Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan 2015 Peraturan Kepa1a Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Betita Negara Republik 
indonesia 'l'ahun 2011 Nomor 5257); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No�or 
825); 

24.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok­ 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari 
Tahun 2007 Nomor 12); 

25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5); 



26.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dart Bela.fija naeran 'rahun Afiggaran 
2019 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 49 TAHON 2019 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2019 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Walikota Kendari Nomor 49 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 49) yang telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Walikota Kendari Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 (Berita 
Daerah Kota Kendari tahun 2019 Nomor 60), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula 
berjumlah Rp. l.810.827.572.962,00 berkurang sejumlah Rp.31.291. 702.834,50 
seliiligga menjafli Rp.1. 779.535.870.121 ,so deiigan iiliciaii seoagai oefikue : 

1. Pendapatan : 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

.Jumlah pendapatan setetah perubahan 

2. Belanja: 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

jumiah belanja setelah perubahan 

Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan 

3. Pembiayaan : 
a:Penerimaan 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

.Iumlah penerimaan setelah perubahan 

b. Pengeluaran 
1. Semula 
2. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan 

.Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan 

Rp. l.643.785.392.207,00 
Rp. (38.336.694.194,37) 

Rp. l.605.448.698.012,63 

Rp. 1.810.827.572.962,00 
Rp. (31.291. 702.834,50) 

Rp. i. 7'79.535.876. i21,so 
Rp. (174.087.172.114,87) 

Rp. 190.042.180. 755,00 
Rp. (4. 955.008.640, 13) 

Rp. i85.087. i 72. i i4,87 

Rp. 23.000.000.000,00 
Rp. (12.000.000.000,00) 

Rp. 11.000.000.000,00 

Rp. 174.087.172.114,87 

Rp. 0,00 



Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
I 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintab.kan Pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal 27- - /2. - 20i9 

WALIKOTA KENDARI 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal 2.1- 0. - 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI 

� 
Hj. NAHWA UMAR 

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR b8 


